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Lampiran 1. Pedoman Wawancara 

 

Pedoman Wawancara 

Daftar Informan:  

No Nama Jabatan 

1 Ismet, S.H Kepala Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah di Kabupaten Asahan 

2 Jumino Sastro, S.H Kepala Bidang Aset Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah di 

Kabupaten Asahan 

3 Dwi Priyayi Sugesti, S.E. Sub Bidang Pencatatan, Pelaporan dan 

Analisa Kebutuhan Barang Daerah 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah di Kabupaten Asahan 

4 Chairun Nasri Hutagaol, S.E.  Kepala Bidang Akuntansi dan 

Pelaporan Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah di Kabupaten Asahan 

5 Elviriwati, S.E. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah di Kabupaten Asahan 

6 Erna Komalasari, S.T Sub Bidang Pemeliharaan dan 

Penghapusan Barang Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah di 

Kabupaten Asahan 

7 Budi Syahriza, S.H. Sub Bidang Pelaporan Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah di 

Kabupaten Asahan 

 

 



 

 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

Lampiran  : (1) 

Informan  : Ismet, S.H. 

Jabatan  : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di  

Kabupaten Asahan 

Hari atau Tanggal  :  

1. Seberapa pentingnya asset tetap bagi keuangan daerah pada Kabupaten 

Asahan? 

Asset tetap bagi keuangan daerah pada Kabupaten Asahan ini sangatlah 

penting sehingga membutuhkan perhatian yang sangat serius, disebabkan 

memiliki kontribusi besar juga kadang menimbulkan suatu permasalahan 

yang sering muncul pada opini audit BPK dikarenakan dalam 

pengeloaannya sebagian pihak tidak memperdulikan pelaporan asset dan 

hanya memiliki fokus pada keuangan saja. Sehingga faktor tersebut 

menyebabkan harus melakukan langkah-langkah didalam mengelola asset 

secara benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Opini didalam audit BPK 

memiliki kontribusi yang besar dan haruslah diberikan perhatian yang 

ekstra pula dalam pengelolaannya. 

2. Bagaimana pengelolaan asset tetap yang selama ini telah dilaksanakan 

oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Asahan? 

Yaitu dengan melakukan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 

pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, 

penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan. 

penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

3. Bagaimana proses sistem dan prosedur akuntansi aset tetap yang dilakukan 

Badan Pengelola Keuangan dalam mengatasi permasalahan dalam 

penerapan sistem dan prosedur akutansi yang berkaitan dengan asset tetap 

di Kabupaten Asahan? 

Proses sistem dan prosedur akuntansi aset tetap yang dilakukan oleh 

Badan Pengelola Keuangan secara keseluruhan sudah sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 tentang pedoman 



 

 

teknis pengelolaan barang milik daerah, yaitu meliputi meliputi 

perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, 

penyimpanan, penyaluran. Penggunaan, penatausahaan, pemidah-

tanganan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pembiayaan, dan 

tuntutan ganti kerugian. 

4. Apa yang menjadi hambatan dalam pengelolaan asset tetap yang ada di 

Kabupaten Asahan? (Jawaban No 3) 

Ya, terdapat beberapa hambatan dalam pengelolaan asset tetap yang ada di 

Kabupaten Asahan, yaitu pertama terkait kepatuhan yang terjadi dalam proses 

perencanaan kebutuhan serta penganggaran juga masih terdapat satuan kerja 

perangkat daerah (SKPD) yang tidak patuh dalam membuat serta 

menyerahkan daftar RKMBD dan RKPBMD yang ditujukan kepada Badan 

Keuangan Daerah (SKPKD). Proses pengamanan serta pemeliharaan yang 

disebabkan tidak adanya penetapan status pengguna barang dalam proses 

penggunaan yang sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016. Sehingga 

hal tersebut yang erat kaitannya dengan proses pengamanan barang yang 

tidak diketahui siapa pengguna barang yang disebabkan kelalaian SKPD 

dalam membuat berita acara dalam rangka serah terima pengguna barang 

dengan pengurus barang. 

Hambatan kedua yaitu regulasi yang belum tersedia dalam bentuk peraturan 

daerah menyulitkan aparatur daerah yang bertugas untuk mengelola dan 

bertanggung jawab atas keamanan barang milik daerah dalam proses 

pengamanan dan pemeliharaan. 

Hambatan ketiga, yaitu mengenai pencatatan roses penatausahaan seperti 

salah catat dalam penggolongan aset tetap, tidak dilaksanakan pencatatan atau 

pemindahan saldo aset yang telah dipindahtangankan atau telah dihapuskan 

serta tidak adanya rincian barang sehingga tidak diketahui secara jelas dan 

rinci terkiat penggolongan dan kodefikasi barang. Hambatan keempat adalah 

pemahaman sumber daya manusia dalam hal ini aparatur daerah selaku 

pelaksana pengelolaan aset daerah yang masih belum memadai. 

Hambatan kelima yaitu, sikap dan persepsi dari aparatur daerah yang 

menganggap pengelolaan aset sebagai hal yang tidak memiliki pengaruh 



 

 

penting dibandingkan pengelolaan keuangan daerah, maka aparatur menjadi 

tidak patuh terhadap regulasi yang ditetapkan. 

5. Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah untuk meminimalisir kesalahan dalam mengelola asset 

tetap di Kabupaten Asahan?  

Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan para pengurus 

barang dalam proses perencanaan barang milik daerah untuk 

meminimalisir meminimalisir kesalahan dalam mengelola asset tetap di 

Kabupaten Asahan, sehingga pengelolaan barang milik daerah dapat 

terlaksana secara efektif dan efisien. Selain itu Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah membuat melakukan evaluasi sederhana dengan 

mengumpulkan data kemudian mencatat mengenai keadaan sebelum dan 

setelah dilakukannya pelaksanaan suatu program, setelah itu membuat 

perbandingan antara keadaan sebelum dan setelah dilaksanakannya 

program yaitu agar mempermudah untuk mengetahui apa yang menjadi 

penyebab terjadinya masalah dalam melaksanakan program. Evaluasi 

secara berkala yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan 

akan membantu meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pembuatan 

program atau rencana yang lebih baik nantinya serta memudahkan aparatur 

dalam memilih solusi terbaik dalam mengatasi suatu masalah dalam 

pelaksanaan program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran  : (2) 

Informan  : Jumino Sastro, S.H dan Dwi Priyayi Sugesti, S.E 

Jabatan   : Sub Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di  

                Kabupaten Asahan 

Hari atauTanggal  :  

1. Bagaimana kelengkapan dokumen sumber dalam Pengelolaan Aset Tetap 

atau Barang Milik Daerah di Kabupaten Asahan? Apakah telah sesuai 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dari segi 

administratif? 

Jika membahas mengenai kelengkapan dokumen sumber dalam Pengelolaan 

Aset Tetap atau Barang Milik Daerah di Kabupaten Asahan, sudahlah sesuai 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dari segi 

administrative, karena terdapat 16 dokumen sumber sesuai dengan UU 

tersebut, yaitu (1) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (2) Rencana 

Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (3) Daftar Kebutuhan Barang 

Milik Daerah (4) Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (5) 

Daftar Barang Pengguna atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (6) Kartu 

Inventaris Barang (7) Daftar Barang Milik Daerah (8) Buku Inventaris Dan 

Buku Induk Inventaris (9) Laporan Barang Semesteran Dan Tahunan (10) 

Laporan Barang Milik Daerah (11) Surat Perjanian Pinjam Pakai (12) Bukti 

Kepemilikan Atas Nama Pemerintah Daerah (13) Daftar Hasil Pemeliharaan 

Barang (14) SK Penghapusan (15) SK Pemindahtanganan (16) SK Status 

Penggunaan Barang Milik Daerah. 

2. Bagaimana siklus pengelolaan aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah di Kabupaten Asahan? 

Terdapat 11 siklus pengelolaan aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah di Kabupaten Asahan, Pertama yaitu perencanaan 

kebutuhan dan penganggaran yaitu dengan merumuskan rincian kebutuhan 

asset tetap untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu 

dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan 

tindakan yang akan datang. Kedua, yaitu pengadaan yang ditetapkan 

dengan keputusan kepala daerah, tetapi bisa juga dilimpahkan kepada 

SKPD untuk membentuk panitia pengadaan. Ketiga, yaitu penggunaan 



 

 

mengenai penegasan pemakaian asset daerah yang ditetapkan oleh kepala 

daerah kepada pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan 

barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang 

bersangkutan. Keempat, yaitu pendayagunaan asset daerah yang tidak 

dipergunakan esuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam, pakai, kerja sama 

pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak 

mengubah status kepemilikan. Kelima, melakukan pengamanan dan 

melakukan pemeliharaan. Keenam, melakukan penilaian asset daerah pada 

saat melakukan kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik 

daerah dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan 

melibatkan penilaian independen yang bersertifikat di bidang penilaian 

asset. Ketujuh, melakukan pemindahtanganan asset tetap yang dihapus dari 

Daftar Inventaris BMD tetapi masih memiliki nilai ekonomis. Kedelapan, 

melakukan pemusnahan apabila asset daerah tidka dapat digunakan 

kembali, serta dimanfaatkan serta tidak dapat untuk dipindahtangankan. 

Kesembilan, melakukan penghapusan asset daerah dari daftar barang 

dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk 

membebaskan pengguna atau kuasa pengguna dan pengelola dari 

tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berbeda dalam 

penguasaannya. Kesepuluh, penatausahaan dengan melakukan 

pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Selanjutnya kesebelas, 

melakukan pembinaan, pengendalian dan melakukan pengawasan. 

3. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah 

Kabupaten Asahan dengan adanya Permendagri Nomor 19 Tahun 2016? 

Pengimplementasiannya itu dilakukan dengan proses pengelolaan secara 

umum sesuai yang tertera pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016” 

4. Bagaimana penetapan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan 

barang milik daerah Kabupaten Asahan? 

Semuanya sesuai aturan yang berlaku pada daerah yaitu pada penggunaan 

harus terlebih dahulu melakukan pengajuan penetapan status penggunaan 

BMD yang disertai dengan dokumen. Pada penetapan pemanfaatan yaitu 



 

 

memiliki beberapa persyaratan administratif seperti memiliki NPWP, 

membuat surat Pakta Integritas, menyampaikan dokumen penawaran 

beserta dokumen pendukungnya, dan memiliki domisili tetap dan alamat 

yang jelas. Kemudian untuk penetapan pemindahtanganan yaitu dilakukan 

terlebih dahulu penilaian untuk mendapatkan nilai wajar. 

Pemindahtanganan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD. 

5. Bagaimana kebijakan pengamanan barang milik daerah? 

Kebijakan yang secara umum diterapkan yaitu pengamanan pada dokumen 

kepemilikan barang milik daerah seperti BPKB kenderaan dinas dan 

bangunan. 

6. Bagaimana proses usul pemindahtanganan barang milik daerah yang 

memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah? 

Seperti yang dikatakan tadi pemindahtanganan haru mellui proses 

penilaian terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai wajar dan setelah itu 

harus memiliki persetujuan terlebih dahulu dengan nilai wajar tersebut 

kepada DPRD. 

7. Bagaimana siklus pengelolaan barang milik daerah dimulai dari proses 

penerimaan barang hingga penghapusan aset daerah? 

Semuanya ada diruang lingkup Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang 

dimana semua setiap tahap harus memiliki persetujuan terlebih dahulu lalu 

pengajuan dokumen sebelum semuanya diproses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran  : (3) 

Informan  : Chairun Nasri Hutagaol, S.E. dan Elviriwati, S.E. 

Pekerjaan   : Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan  Badan Pengelola Keuangan  

  dan Aset Daerah di Kabupaten Asahan 

HariatauTanggal  :  

1. Bagaimana pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pengelolaan barang 

milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD? 

Pada barang milik daerah dengan pengguna barang, lalu kuasa pengguna 

barang dan pengurus barang. 

2. Bagaimana proses pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang 

milik daerah? 

Yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi serta pemeriksaan dari 

Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan. 

3. Bagaimana membuat laporan penerimaan, penyaluran dan persediaan 

barang milik daerah kepada kepala SKPD? 

Semua pihak yang berkepentingan dengan penggunaan barang 

berkoordinasi dengan semua panitia pengurus barang. 

4. Bagaimana pelaksanaan usulan penghapusan barang milik daerah pada 

barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi? 

Usulan kepada pengelola untuk dipertimbangkan sebagai barang untuk 

dihapuskan dan bila kondisi masa manfaat masih diatas 30% maka harus 

ada keterangan dari instansi terkait. 

5. Apakah kewenangan dari pelaksanaan sudah jelas dan digunakan dengan 

sebagaimana semestinya? 

Semuanya sudah jelas, namun ada beberapa ketidakpahaman terhadap 

regulasi pertimbangannya untuk kemaslahatan. 

6. Apakah hambatan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan 

barang milik daerah pada Peremendagri Nomor 19 Tahun 2016 ? 

Yang pertama itu pemahaman penguna barang masih kurang/lemah 

terhadap aturan seperti tidak menggunakan BMD sebagaimana mestinya 

lalu ada beberapa pejabat yang mempunyai keinginan untuk memiliki 

BMD terkadang menyalahi aturan/bertentangan. 



 

 

Lampiran  : (4) 

Informan  : Erna Komalasari, S.T dan Budi Syahriza, S.H. 

Jabatan   : Sub Bidang Pencatatan, Pelaporan dan Analisa Kebutuhan Barang    

Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di    

Kabupaten Asahan 

HariatauTanggal  :  

1. Apakah ada perbedaan sistem pengelolaan pada masing-masing barang 

milik daerah? Seperti perbedaan pengelolan kendaraan dinas dan 

bangunan? 

Dalam hal implementasi aturan umum semuanya sama yang membedakan 

hanyalah pada saat ada benturan kepentingan. 

2. Bagaimana penyajian laporan keuangan yang digunakan pada Badan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan? 

Penyajian laporan keuangan yang digunakan pada Badan Keuangan dan 

Aset Daerah BKAD Kabupaten Majene berdasarkan hasil wawancara 

yaitu terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo 

Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, 

Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. 

3. Bagaimanakah proses perencanaan kebutuhan barang milik daerah 

Kabupaten Asahan? 

Kebijakan ini kan di atur dalam peraturan Pemerintah, dimana kita 

berkewajiban memanfaatkan peraturan tersebut dengan baik dan bijaksana. 

Disini kita merasa perlu untuk mengembangkan dan memanfaatkan 

peraturan yang ada dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan 

keuangan kita. 
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